
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.643, 2021 KEMENHUB. Penyelenggaraan. Sarana 

Perkeretaapian Umum. Perizinan. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 20 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  

NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN 

SARANA PERKERETAAPIAN UMUM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu dilakukan 

penyesuaian perizinan penyelenggaraan sarana 

perkeretaapian umum; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 

Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana 

Perkeretaapian Umum, tidak sesuai dengan kebutuhan 

hukum masyarakat sehingga perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan 

Sarana Perkeretaapian Umum; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6645); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 

2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana 

Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 560); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG 

PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN 

UMUM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan 

Sarana Perkeretaapian Umum, diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Badan Usaha yang akan melakukan 

penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 

mengajukan izin usaha penyelenggaraan sarana 

perkeretaapian kepada Menteri melalui Lembaga 

Online Single Submission (OSS). 

(2) Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan kepada Badan Usaha yang telah 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. memiliki nomor induk berusaha; dan 

b. memiliki rencana kerja. 

 

2. Pasal 4 dihapus. 

 

3. Pasal 5 dihapus.  
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4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat: 

a. aliran kas Badan Usaha; 

b. fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang 

akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian; 

c. jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, 

perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; 

d. jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan 

dioperasikan; 

e. jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, 

tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana 

perkeretaapian; 

f. kepemilikan modal disetor untuk kegiatan investasi; 

g. lintas pelayanan yang dioperasikan; 

h. neraca perusahaan; 

i. sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian; 

j. susunan pengurus;  

k. menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan 

sarana perkeretaapian; dan 

l. surat pernyataan kesanggupan menyediakan 

rangkaian kereta api sesuai kebutuhan. 

 

5. Pasal 15 dihapus. 

 

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Badan 

Usaha wajib memenuhi persyaratan: 

a. memiliki studi kelayakan; 

b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta 
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Api sesuai dengan spesifikasi teknis sarana 

perkeretaapian; 

c. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan 

telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan 

sertifikat uji; 

d. tersedianya awak sarana perkeretaapian yang 

memiliki sertifikat kecakapan, tenaga 

perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki 

sertifikat keahlian; 

e. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, 

pemeriksaan, dan perawatan sarana 

Perkeretaapian;  

f. menyediakan fasilitas perawatan sarana 

perkeretaapian; 

g. lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, 

gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangannya; dan 

h. membuat dan melaksanakan sistem 

manajemen keselamatan. 

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, paling sedikit memuat analisis 

mengenai: 

a. sosial ekonomi masyarakat; 

b. angkutan; 

c. perkiraan biaya pengadaan sarana 

perkeretaapian; dan 

d. kelayakan teknik, ekonomi, dan finansial. 

(3) Selain memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian 

Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, penyelenggara sarana perkeretaapian 

umum harus menyediakan paling sedikit 1 (satu) 

rangkaian Kereta Api  cadangan. 

(4) Sistem dan prosedur pemeriksaan dan perawatan 

sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat 

(1) huruf e, ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan 

www.peraturan.go.id


